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Hermita Ambar Sari, S351602028, PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL 
BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS 
DALAM JUAL BELI TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN 
HUKUM DI KABUPATEN SRAGEN, Program Magister Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan ditulisnya tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli Atas Tanah di Kabupaten Sragen yang belum berjalan secara 
efektif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bersifat 
empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi 
pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan 
mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. 
Meskipunkekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah 
yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah 
kuat (akta notaril yang bersifat akta otentik), dalam prakteknya masih banyak 
masyarakat yang melakukan aktifitas jual beli hak atas tanahnyamenggunakan 
hukum adat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang ideal dan dapat 
melindungi para pihak, tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan 
jual beli yang dibuat serta klausul yang tercantum dalam PPJB harus pula 
mencerminkan perlindungan hukum yang preventif  dan represif. Penggunaan 
PPJB sebagai upaya terobosan hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah 
belum begitu diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Sragen. Perjanjian 
pengikatan jual beli tanah berfungsi sebagai alat pembuktian apabila salah satu 
pihak wanprestasi dan untuk menuntut berdasarkan pada pasal pasal yang telah 
disepakati. Implikasinya antara lain: perjanjian pengikatan jual beli tanah 
berfungsi sebagai alat pembuktian apabila salah satu pihak wanprestasi dan untuk 
menuntut berdasarkan pada pasal pasal yang telah disepakati. Bentuk-bentuk 
wanprestasi yang dapat terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah antara 
lain : pembeli menunda-nunda pembayaran,  tidak membayar denda, dan lain 
sebagainya. Saran yang diajukan oleh penulis adalah: 1) hendaknya para pihak 
benar-benar memahami klausul yang diperjanjikan, 2)  Bagi para Notaris dalam 
pembuatan Akta Pengikatan Jual Belinya harus secara tegas menuliskan dalam 
pasal-pasalnya tentang klausul mengenai wanprestasi sehingga para pihak baik 
penjual maupun pembeli memperoleh perlindungan hukum.Upaya yang dilakukan 
dalam rangka penyelesaian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi adalah 
menempuh jalur non litigasi dan litigasi. 
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The purpose of this thesis is to know and analyze the Agreement of Sale and 
Purchase of Land Sell in Sragen regency which has not run effectively in order to 
realize legal certainty. This research is empirical. Methods of data collection 
using observation, interview, literature study and field study. Methods of data 
analysis using several stages ranging from data collection, data analysis and final 
retrieval. Although the legal force of the deed of binding agreement of sale and 
purchase of land rights made by Notary in the execution of the Deed of Sale is 
strong (notary certificate is authentic deed), in practice there are still many 
people who do the activity of buying and selling rights to their land using 
customary law. The ideal bonding and sale agreement for land titles and 
protecting the parties depends on the strength of the contract of sale and purchase 
made and the clauses contained in the PPJB must also reflect preventive and 
repressive legal protections. Legal efforts made by the parties if there is a 
problem either party to default can be reached through two options namely non 
litigation and non litigation. The use of PPJB as a legal breakthrough in the 
implementation of land sale and purchase transactions has not been so well 
known by the people in Sragen Regency. The land purchase agreement shall serve 
as a proof if one of the parties is defaulted and to demand based on an agreed 
article. The parties in making the deed of buying and selling before the notary, 
really understand the promised clauses, so that all the contents of the deed of 
buying and selling is actually known and understood by both parties.The 
Implications is : The agreement on the bond sale and purchase of land serves as a 
verification tool if one of the parties is defaulted and to sue based on an agreed 
article. 1. Forms of default that may occur in agreements to bind the sale and 
purchase of land, among others: a. Buyer pauses payment of the price b. The 
buyer does not pay a penalty. c. The seller undertakes actions that substantially 
violate the agreement 2. This is because the wanprestasi committed by one party 
is sufficiently proven by the passage of the payment period and no longer the 
written statement of the landowner and liability for landowners. 3. The agreement 
on the sale and purchase of land in practice is often made in the form of an 
authentic deed made before the notary, so the deed of binding of land sale and 
purchase is an authentic deed which has perfect evidentiary power. Suggestion :1) 
The parties should make a deed of buying and selling before the notary, 
completely understand the promised clause. 2) For the Notary in the Deed of 
Sales of Bid Belt must be firmly in its articles about clause about wanprestasi so 
that party either seller or buyer get legal protection.  
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